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ABSTRAK

HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) DAN ADVOKASI KEPENTINGAN
ETNIS UIGHUR: PERSPEKTIF TRANSNATIONAL ADVOCACY
NETWORK, 2018-2021

Oleh

Shandy Dwiantoro

Kejahatan terhadap kemanusiaan etnis Uighur di kamp-kamp indoktrinasi
Xinjiang Tiongkok, merupakan isu pelanggaran HAM yang belum terselesaikan,
sehingga dibutuhkan upaya dari berbagai pihak salah satunya International Non-
Governmental Organization HRW. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
advokasi kepentingan HRW terhadap isu etnis Uighur melalui perspektif
Transnational Advocacy Network berdasarkan aspek strategi information politics,
symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan teknik
pengumpulan data kajian pustaka melalui dokumen laporan tahunan dari situs
resmi HRW www.hrw.org, situs resmi PBB www.un.org, laporan Amnesty
International, jurnal, artikel dan situs berita kredibel terkait lainnya.

Penelitian ini menemukan bahwa HRW telah berhasil melakukan beberapa
strategi dalam advokasinya, yaitu: (1) information politics, berupa perilisan
laporan hasil investigasi dan kampanye melalui media sosial; (2) symbolic
politics, berupa pembingkaian isu Uighur dalam forum diskusi tingkat tinggi; (3)
leverage politics, berupa desakan HRW kepada institusi terkait untuk menekan
tindakan Tiongkok. Sejauh ini, HRW masih berupaya untuk membuka dialog
kepada pemerintah Tiongkok sehingga belum ada perjanjian yang dibuat, oleh
karena itu strategi accountability politics belum terlaksana.

Kata kunci: Human Rights Watch, etnis Uighur, Advokasi kepentingan
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ABSTRACT

Human Rights Watch (HRW) and Advocacy for the Interests of Uyghurs:
Transnational Advocacy Network Perspectives, 2018-2021

By

Shandy Dwiantoro

Crimes against humanity of Uyghurs in Xinjiang indoctrination camps are
an unresolved issue of human rights violations, so efforts are needed from various
parties, one of which is the International Non-Governmental Organization HRW.
This study aims to examine the advocacy of HRW's interests on the issue of
Uyghurs through the perspective of the Transnational Advocacy Network based
on the strategic aspects of information politics, symbolic politics, leverage
politics, and accountability politics. This study uses qualitative research and
literature review data collection techniques through annual report documents from
the official HRW website www.hrw.org, the UN official website www.un.org,
Amnesty International reports, journals and other related articles. This study
found that HRW has implemented several strategies in its advocacy, such as: (1)
information politics, in the form of releasing reports on the results of
investigations and campaigns through social media; (2) symbolic politics, in the
form of framing the Uighur issue in high-level discussion forums; (3) leverage
politics, in the form of HRW's pressure on related institutions to suppress China's
actions. HRW is still trying to open a dialogue and no agreement has been made,
hence the accountability politics strategy has not been implemented.

Keywords: Human Rights Watch, Uyghurs, Advocacy of interest
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Kejahatan terhadap kemanusiaan etnis Uighur telah menarik perhatian
dunia internasional. Respons tersebut tidak lepas dari tindakan represif Tiongkok
terhadap etnis Uighur di kamp tahanan Xinjiang. Konflik antara Tiongkok dan
Uighur sebenarnya konflik yang telah lama terjadi, etnis Uighur adalah etnis
minoritas muslim yang mendiami kawasan barat laut Tiongkok, tepatnya di
Daerah Otonomi Uighur Xinjiang atau Xinjiang Uyghur Autonomous Region
(XUAR) (Britannica, 2021). Menurut sejarah, etnis Uighur sudah menduduki
wilayah tersebut lebih dari 2.000 tahun lamanya, namun pemerintah Tiongkok
memiliki pendapat bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari peninggalan
sejarah nenek moyang. Oleh karena itu, tepatnya pada 1955 XUAR disahkan di
bawah Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Otonomi Nasional
Regional (Kamberi, 2005).

Konflik antara kedua belah pihak tercatat pernah terjadi di sepanjang tahun
1990-an, ketika pemerintah Tiongkok mengontrol kegiatan beragama di kalangan
Uighur yang memicu gerakan separatis hingga unjuk rasa massal yang terjadi di
Ghulja antara tahun 1995-1997 (Karisma, 2017). Dalam dekade terakhir,
pemerintah telah membangun jaringan kamp-kamp indoktrinasi bagi etnis Uighur
di Xinjiang. Pada Tahun 2014 Tiongkok mendeklarasikan kampanye “Strike Hard
Campaign against Violent Terrorism” di Xinjiang. Mereka meningkatkan
kekuatan militer dalam jumlah besar untuk pengamanan, sejak saat itu

penangkapan secara resmi terhadap etnis Uighur telah meningkat tiga kali lipat



dibandingkan dengan periode lima tahun sebelumnya (HRW, Eradication

Ideological Virus: China’s Campaign of Repression Against Xinjiang’s Muslim,
2018).

Tahun 2017 jumlah kamp-kamp di Xinjiang telah meningkat dengan pesat.
Kamp ini memiliki tembok yang tinggi dan kamera pengawas seperti penjara,
orang-orang diawasi 24 jam sehari dengan kamar-kamar memiliki gerbang besi
dan jendela ditutup menggunakan jeruji besi dan jaring kawat. Sedangkan untuk
kegiatan di kamp sendiri, tahanan diajarkan bahasa mandarin, mendapatkan
pendidikan hukum seperti peraturan, keamanan nasional dan anti-terorisme, serta
untuk menghafal dan melafalkan dokumen kebijakan dan pidato yang

disampaikan oleh Xi Jinping, presiden Tiongkok saat ini (Caksu, 2020).

Menurut laporan, mencuci tangan dan kaki di beberapa kamp dilarang
karena disamakan dengan berwudhu. Wanita dipaksa untuk meminta maaf karena
mengenakan pakaian panjang yang menutup aurat dan bergaya muslim, dan
dilarang berdoa serta mengajarkan anak-anak mereka mengaji. Sebagai bagian
dari kampanye“de-ekstrimisme” ini, mereka dipaksa untuk memakan daging babi
dan meminum alkohol yang jelas dilarang bagi etnis Uighur yang mayoritas
beragama islam (Caksu, 2020). Tiongkok mengklaim bahwa pelatihan bagi jutaan
orang di Xinjiang telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (CNN,
2020). Tiongkok menegaskan bahwa program tersebut dibuat untuk
mengentaskan kemiskinan dan membasmi ekstrimisme agama. Tetapi mereka
tidak memberikan akses penuh terhadap kelompok independen dari Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi hak asasi manusia atau media sekalipun
(Caksu, 2020).

Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC)
yang Kkhusus menangani tindak pidana internasional telah menolak untuk
menyelidiki adanya dugaan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan atas etnis
Uighur, walaupun sejumlah warga Uighur mendesak dan mengirim laporan
dugaan kekerasan yang terjadi di Xinjiang. Hal tersebut dikarenakan Tiongkok
bukanlah bagian negara anggota ICC, sehingga pelaksanaan yurisdiksi teritorial
pengadilan dalam ICC tidak terpenuhi (Hernandez, 2020). Mahkamah



Internasional atau International Court of Justice (ICJ) juga tidak bisa menyelidiki
kasus Uighur karena hal tersebut tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya
karena kasus ini merupakan isu domestik. Terhalangnya akses peradilan atas
permasalahan etnis Uighur di Xinjiang ke ICC dan ICJ juga ketidakberdayaan
PBB atas kekerasan di kamp-kamp indoktrinasi di Xinjiang, telah menarik
perhatian sejumlah aktor internasional khususnya non-pemerintah yang berfokus
pada isu hak asasi manusia, salah satunya yaitu Human Rights Watch (HRW)
yang secara aktif terus memberikan informasi mengenai perkembangan kasus
etnis Uighur di Xinjiang melalui hasil investigasi. HRW adalah organisasi
independen internasional atau International Non-Governmental Organization
(INGO) yang berada di Amerika Serikat, dibentuk pada tahun 1978 dan bergerak
dalam melakukan penelitian dan pembelaan dalam masalah-masalah pelanggaran
hak asasi manusia (HRW, 2016).

HRW telah melakukan investigasi dan telah mengeluarkan laporan
tahunan atas pelanggaran HAM di kamp-kamp indoktrinasi di Xinjiang sejak
2018 hingga sekarang. konsistensi dan integritas yang dilakukan HRW selaku
INGO dalam isu Uighur memberikan sudut pandang yang berbeda dan menarik
untuk diteliti. Peran HRW dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuannya
terhadap isu ini diwujudkan dengan memberikan kontribusi dalam mendukung
penanganan krisis kemanusiaan etnis Uighur. HRW telah melakukan berbagai
advokasi untuk membuka jalur komunikasi karena kebungkaman Tiongkok.
Seperti membentuk jaringan advokasi transnasional guna mendukung kepentingan
HRW dalam memengaruhi kebijakan negara dari luar akibat terhalangnya
advokasi dalam negara dengan berbagai upaya berdasarkan boomerang pattern
yang terdapat pada Transnational Advocacy Network (TAN). Berdasarkan
penjelasan tersebut, peneliti ingin melihat melalui perspektif TAN bagaimana
HRW bergerak dalam membentuk jaringan transnasional dalam membawa

kepentingan etnis Uighur di tingkat internasional.

Peneliti mengutip 5 penelitian sebelumnya yang sejalan dengan penelitian
peneliti yaitu Human Rights Watch dan Advokasi Kepentingan Etnis Uighur:

Perspektif Transnational Advocacy Network 2018-2021. Penelitian pertama



adalah jurnal yang ditulis oleh Ponka, Shlentova, lvashkevich pada 2019 (I.
Ponka, 2019). Pada penelitian ini Ponka dkk menilai perbedaan budaya yang
menjadi dasar dari intensifikasi perselisihan dan ketegangan. Perbedaan budaya
antara etnis Uighur minoritas Muslim-Turki di Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
dan etnis Han yaitu etnis asli Tiongkok menjadi letak dasar bagi permusuhan
psikologis. Ponka dkk juga menyebutkan bagaimana elemen budaya dapat
menghalangi komunikasi sehingga menyebabkan kesalahpahaman hingga
tindakan kekerasan. Penjelasan mengenai perbedaan dua kebudayaan ini
memberikan argumen yang meyakinkan mengenai Teori ldentitas yang dibawa
oleh R.Brown (I. Ponka, 2019).

Menurut Ponka dkk, di awal 1950-an pemerintah Tiongkok meluncurkan
kebijakan pembangunan guna meningkatkan ekonomi wilayah Xinjiang. Seperti
sekolah, rumah sakit, rumah modern, jalan raya dan rel kereta api hingga
kebijakan migrasi besar-besaran dari etnis Han Tiongkok dengan tujuan
meningkatkan kualitas personel dan memastikan asimilasi yang lebih baik. Sejak
pertengahan 1980-an juga pemerintah Tiongkok mewajibkan pendidikan
berbahasa mandarin untuk mencapai inklusi minoritas dan pencapaian minoritas-
Han sepenuhnya. Hali ini dilakukan dengan mengajarkan anak-anak etnis Uighur
bahasa mandarin dari kecil dan menurut sejumlah orang Uighur ini merupakan

suatu bentuk penyerangan terhadap budaya mereka (1. Ponka, 2019).

Penelitian kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Ali Caksu pada tahun
2020 (Caksu, 2020). Caksu menggunakan konsep islamophobia serta sikap
sinisasi Tiongkok terhadap agama terutama Islam dan memaparkan mengenai
bentuk-bentuk kegiatan dan aktivitas yang dilakukan pemerintahan Tiongkok
terhadap etnis muslim Uighur. Menurut Caksu, kamp-kamp indoktrinasi ini dibuat
untuk menahan jutaan muslim Uighur. Setiap tahunnya komposisi etnis di wilayah
Uighur telah bergeser selama hampir setengah abad terakhir, menurut sensus
tiongkok terbaru muslim Uighur berjumlah lebih dari 11 juta, sementara sumber
dari Uighur mengklaim ada sekitar 15 juta. Mengutip The Uyghur Human Rights
Project, Caksu mengidentifikasi setidaknya terdapat 386 intelektual Uighur



ditahan dan menghilang sejak awal 2017, karena mereka mungkin mengkritik
kebijakan garis keras Tiongkok yang semakin meningkat (Caksu, 2020).

Penelitian ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Zhao di tahun 2010 (Zhao,
2010). Zhao menggunakan literatur yang berfokus pada radikalisasi islam dan
pemberontakan yang terjadi di Xinjiang oleh etnis Uighur. Serta menggunakan
analisis sosiologi guna mengeksplorasi perubahan struktural yang terjadi pada
etnis Uighur selama beberapa dekade terakhir. Zhao menggunakan teori kohesi
sosial dalam mengidentifikasi variabel penyebab utama yang mendasari
pemberontakan Uighur. Menurut Zhao, pemberontakan yang dilakukan muslim
Uighur telah berlangsung sebelum pembentukan RRT. Berbagai faktor penyebab
pemberontakan Uighur telah dikemukakan seperti pembatasan yang di
diberlakukan pemerintah pada kegiatan keagamaan menjadi salah satu alasan
dibalik pemberontakan tersebut. Ketimpangan ekonomi yang terjadi antara etnis
Han dan Uighur juga menjadi faktor penting, diskriminasi dan penindasan budaya,
imigrasi orang Tiongkok Han ke Xinjiang, penindasan politik dan pengaruh
eksternal atau Islamisme radikal, tumbuhnya nasionalisme Uighur, serta tindakan
keras pemerintah terhadap pemberontak yang diterapkan dalam kebijakan Strike
Hard Campaign (Zhao, 2010).

Zhao berpendapat bahwa peningkatan ekonomi di Xinjiang yang
didominasi oleh etnis Han membuat Uighur mengkhawatirkan akan masa depan
generasi muda mereka. Isolasi ekonomi, marginalisasi sosial dan persepsi
disparitas atau ketimpangan dan ketidakadilan sosial telah menyebabkan kohesi
sosial menurun. Hal ini berimbas pada ketidakpuasan Uighur yang terpinggirkan
sehingga beralih ke agama untuk mencari bantuan, penghiburan dan harapan.
Itulah alasan kenapa puritanisme islam di kalangan Uighur terus tumbuh dan
berkembang lebih jauh menjadi radikalisasi islam dalam beberapa kasus (Zhao,
2010).

Penelitian keempat yaitu penelitian dari Finnegan di tahun 2020 (Finnegan,
2020). Finnegan ingin menunjukkan bahwa saat ini kerangka hukum internasional
telah gagal melindungi populasi minoritas dari risiko genosida budaya. Finnegan

menyarankan bahwa perlu adanya perluasan definisi genosida yang diakui secara



internasional, agar dapat menjadi solusi masalah tersebut. Genosida budaya tidak
berada di bawah yuridiksi ICC yang berujung pada tidak adanya tuntutan pidana.
Akibatnya, negara-negara yang tidak mematuhi kewajiban minoritas dan hak asasi
manusia tidak menghadapi dampak serius ketika melakukan pelanggaran melalui

penerapan kebijakan genosida budaya (Finnegan, 2020).

Finnegan merekomendasikan perluasan konsep genosida untuk
mendukung perlindungan budaya minoritas ini. Walaupun Tiongkok
menandatangani Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, pemerintah
Tiongkok tidak pernah meratifikasi instrumen tersebut. Dengan demikian
perlindungan kovenan tersebut tidak berlaku untuk minoritas Uighur yang berada
di sana. Meskipun begitu, hak minoritas telah diabadikan dalam Konstitusi
Tiongkok sejak Konstitusi Sementara Republik Tiongkok tahun 1911. Lebih
lanjut, Pasal 4 dari Konstitusi saat ini menyoroti bahwa “ Negara melindungi hak
dan kepentingan yang sah dari bangsa minoritas.” Namun, tidak ada ‘“kode
administratif dan aturan rinci untuk pelaksanaan” dari perlindungan minoritas ini

pernah dilakukan (Finnegan, 2020).

Penelitian kelima dari Endah Rantau Itasari pada tahun 2021 (ltasari,
2021). Itasari menegaskan bahwa negara sebagai subjek hukum internasional
merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin dan
memenuhi kebutuhan hak asasi manusia. Kewajiban tersebut diatur dalam
instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yaitu Universal Declaration of
Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR). Itasari menyarankan bahwa Konvensi Jenewa tahun 1949 dapat
dijadikan acuan tentang perlindungan korban perang dan sengketa bersenjata,
dalam melindungi masyarakat Muslim Uighur. Sebaiknya Dekan PBB
memandang hal ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar hukum

internasional karena tidak adanya perlindungan bagi etnis Uighur (Itasari, 2021).

Agar lebih mudah melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian

sebelumnya dengan penelitian ini, maka tabel berikut merupakan tabel yang akan



menunjukkan persamaan dan perbedaan antara topik penelitian, jenis penelitian,

objek penelitian, teori dan konsep penelitian pada tabel 1.1.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

PENULIS JUDUL FOKUS UTAMA KESIMPULAN
Tatyana I. Ethnic and cultural Berfokus pada Peneliti menyimpulkan bahwa orang
Ponka, issues of Uyghurs perbedaan budaya dan Uyghur menutup diri dan mulai
Anastasia identity in Xinjiang gesekan yang terjadi bereaksi menyakitkan terhadap segala
E. dan region” antara etnis Han dan sesuatu yang baru yang berhubungan
Shlentova, Uighur menjadi dasar dengan budaya dan gaya hidup
Andrey A. perselisihan. Tiongkok. Memperlakukannya sebagai
Ivashkevich kekuatan kekerasan yang terkait dengan
(2019) terorisme dan ekstremisme mengarah
pada permusuhan dan menambah lebih
banyak perselisihan.
Ali Caksu Islamophobia, Berfokus pada Yang paling mungkin dari motif dibalik
(2020) Chinese Style: Total kebijakan intreniran penahanan muslim Uighur salah
Internment of Uyghur | camp, urban internment | satunya yaitu Islamophobia. Pemerintah
Muslim by The dan virtual internment mengakui bahwa kamp-kamp yang
People’s Republic of | dengan tujuan mencapai dibuat untuk muslim Uighur adalah
Cina tiongkok dengan satu sebuah rumah sakit untuk muslim
budaya homogen. Uighur yang terinfeksi penyakit Islam.
Tong Zhao | Social Cohesionand | Fokus pada mekanisme Peneliti menyimpulkan bahwa konflik
(2010) Islam Radicalization: penyebab yang terjadi di sepanjang garis etnis dan
Implikasi dari pemberontakan etnis agama dapat menyebabkan kerusuhan
Pemberontakan Uighur dan radikalisasi yang jauh lebih besar daripada
Uighur islam ditingkat kekerasan islam radikal, dan untuk
internasional dan mencegah ini butuh peran pemerintah.
domestik . PemerintahTiongkok menerapkan
kebijakan prefensial terhadap Uighur
dengan harapan integrasi yang
harmonis, namun pendekatan yang
dilakukan tampaknya bermasalah akibat
kebijakan yang justru memicu antipati
di kalangan etnis Han terhadap Uighur.
Ciara The Uyghur Minority | Berfokus pada kerangka Peneliti menyimpulkan jika tidak
Finnegan. in Cina : A Case hukum internasional adanya genosida budaya dari definisi
(2020) Study of Cultural yang dinilai tidak bisa genosida yang diterima secara
Genocide, Minority melindungi hakhak internasional berarti ada kesenjangan
Rightss and minoritas atas kasus yang signifikan dalam kerangka hukum
Insufficiency of the genosida dan ethnic internasional sehubungan dengan
International Legal cleansing seperti yang minoritas. Sementara instrumen hak
Framework in terjadi di Xinjiang. minoritas saat ini memberlakukan
Preventing State- kewajiban pada Negara, kurangnya
Imposed Extinction penuntutan pidana internasional yang
dihadapi mereka yang bersalah dalam
menerapkan kebijakan genosida budaya
terhadap budaya minoritas tidak banyak
membantu dalam menghalangi praktik
tersebut.
Endah Perlindungan Hukum Berfokus pada Peneliti menjelaskan pasal pelanggaran
Rantau Etnik Muslim Uighur instrumen hukum dan merekomendasikan penggunakan




Itasari di Cina Dari internasional apa saja negosiasi yang dilakukan antara pihak
(2021) Perspektif Hak Asasi yang di langgar Cina Uighur dan pemerintah Xinjiang serta
Manusia terhadap etnis muslim melalui mediasi dengan menggunakan

Uighur dalam perspektif | moderator sebagai pihak ketiga untuk

HAM. membantu permasalahan yang terjadi

antara ke dua pihak tersebut

Shandy Human Rights Watch Berfokus pada
Dwiantoro | (HRW) dan Advokasi bagaimana HRW
(2022) Kepentingan Etnis mengadvokasi
Uighur : Perspektif kepentingan Uighur di
Transnational lingkup internasional
Advocacy Network melalui perspektif
2018-2021 Transnational Advocacy

Network 2018-2021

Sumber: diolah oleh peneliti

1.2 Rumusan Masalah

Laporan tahunan HRW mengenai kamp indoktrinasi yang telah di
terbitkan tahun 2018 hingga sekarang terus menyajikan bukti adanya kejahatan
terhadap kemanusiaan di kamp-kamp di Xinjiang. Kebijakan pemerintah
Tiongkok dalam memberantas tindakan terorisme dengan menerapkan kebijakan
represif dinilai HRW sebagai tindakan yang melanggar HAM. Terhambatnya jalur
aspirasi dan akses dari dalam negara membuat HRW sebagai INGO ikut andil
dalam membentuk jaringan advokasi transnasional dan menyuarakan kepentingan

etnis Uighur agar dapat didengar dan diperhatikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berupaya menjawab satu
pertanyaan mendasar, Yaitu: Bagaimana Human Rights Watch (HRW)
Mengadvokasi Kepentingan Etnis Uighur dalam Perspektif Transnational
Advokasi Network, 2018-20217

Penelitian ini penting untuk diteliti karena hingga saat ini Krisis
kemanusiaan etnis Uighur di Xinjiang terus berjalan. Sudah seharusnya suatu
kebijakan yang dikeluarkan oleh negara wajib mementingkan keselamatan warga
negaranya terlebih dahulu. Jika hal ini dibiarkan, maka akan banyak negara yang
terbiasa dan lalai dalam mengeluarkan suatu kebijakan tanpa mempertimbangkan

aspek hak asasi manusia warganya.




1.3 Tujuan Penelitian

Mengkaji advokasi kepentingan Human Rights Watch dalam isu etnis Uighur
melalui Perspektif Transnational Advocacy Network, 2018-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat secara Akademis:
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dalam studi
ilmu Hubungan Internasional dengan kajian mengenai organisasi non pemerintah

dan isu HAM dalam kasus etnis Uighur.

Manfaat secara praktis:

Nantinya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam
memberikan informasi publik jika dibutuhkan tentang bagaimana Human Rights
Watch membawa advokasi kepentingan etnis Uighur dalam perspektif
Transnational Advokasi Network, 2018-2021.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep
Peran International Non-Governmental Organization, Human Rights, dan
Transnational Advocacy Network (TAN).

2.1.1 Peran International Non-Governmental Organization
Organisasi internasional seperti HRW memiliki peran penting dalam

menangani Krisis kemanusiaan dan turun langsung sebagai organisasi yang
bergerak di bidang kemanusiaan. Peran vyaitu seperangkat perilaku yang
diharapkan dari individu atau kelompok atau struktur yang menduduki posisi
tertentu di suatu sistem dalam hal ini HRW (Soekanto, 2001). Teori peranan ini
berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik merupakan akibat dari tuntutan
dan harapan terhadap peran yang dipegang. Seseorang yang menduduki posisi
tertentu diharapkan berperilaku sesuai dengan posisi tersebut. Harapan inilah yang

membentuk suatu peranan begitu juga dalam organisasi (Mas’oed, 1990).

Menurut David Lewis, Non-Governmental Organization (NGO)
didefinisikan sebagai “voluntary association” yang peka terhadap kepedulian
dalam mengubah suatu lingkungan dalam konteks menjadi lebih baik (Lewis,
2001). Suatu kampanye yang dilakukan oleh NGO biasanya berorientasi pada isu
yang sedang menjadi polemik dalam masyarakat tertentu seperti penyelesaian
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konflik, penegakan HAM, dan sebagainya (David Lewis, 2006). Berkembangnya
NGO ini juga dapat menarik berbagai hubungan kerjasama dengan berbagai
pihak, karena NGO adalah organisasi yang sistem keanggotaanya tidak
melibatkan negara dan dapat melakukan aktivitas yang sifatnya transnasional
(Archer, 2001). Peran NGO terbilang cukup bervariasi. Dalam interaksi di dunia
internasional, INGO telah menjadi salah satu aktor dengan pengaruh yang
signifikan selain negara. Hal itu dipengaruhi oleh sumberdaya yang cukup besar
dan berpengaruh. Beberapa faktor menurut Thomas Prince yaitu, kedekatan INGO
dengan media massa, informasi dan pengetahuan saintifik, transparansi data dan
informasi, serta jaringan antar bangsa (Transnational Network) (Princen, 1994).

Kelenturan INGO dalam melihat berbagai aspek sosial, membuatnya
seringkali diminta negara tertentu untuk menyelesaikan permasalahan suatu
negara ketika negara atau NGO di wilayah tersebut tidak lagi mampu
menanganinya. Hal ini dapat terjadi karena terdapat tiga sifat utama dari INGO

yaitu:

i) INGO berperan sebagai implementer, yaitu mampu menyelesaikan
berbagai jenis dan bidang pekerjaan.

i) INGO berperan sebagai katalis, yaitu mampu menjadi fasilitator dalam
suatu masalah dan menjadi agent of change ke arah perubahan.

iii) INGO menjadi partner, yaitu mampu menjadi rekan negara dalam
menyelesaikan kasus tertentu di luar cakupan domestik (Princen,
1994).

INGO memainkan berbagai peran dalam politik global. Cakupan pengaruh
mereka bervariasi seperti halnya legitimasi mereka, sehingga akan berbeda peran
dan fungsi INGO satu dan lainnya karena memiliki fokus yang juga berbeda.
INGO memiliki fungsi beragam bergantung pada bidang masing-masing. Mereka
memberikan informasi dan keahlian teknis kepada pemerintah dan organisasi
internasional, dan seringkali menyediakan informasi lokal yang tidak tersedia bagi
pemerintah. INGO dapat mengadvokasi atas nama tertentu dan dapat memberikan
bantuan kemanusian dan bantuan pembangunan. INGO juga memiliki fungsi

memantau hak asasi manusia atau pelaksanaan peraturan lingkungan suatu negara
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(Karns, 2020). Semua itu karena anggota INGO memiliki latar belakang yang
beragam sehingga dapat berfungsi sebagai ahli, diplomat, advokat, pengunjuk rasa
dan aktivis. INGO seringkali memiliki keahlian yang luas dalam bidang tertentu
dan terkadang INGO mewakili pemerintah dan berpartisipasi dalam penyusunan

aturan dan norma internasional (Charlotte Dany, 2015).

Berdasarkan aktivitas utamannya, INGO dapat dibedakan menjadi dua
kategori fungsi yaitu fungsi pelayanan (service)dan fungsi advokasi (Lewis.D,
2009). Fungsi pelayanan yaitu INGO berperan dalam menyediakan pelayanan ke
masyarakat baik berupa barang dan jasa kepada korban yang membutuhkan.
Sementara fungsi advokasi yaitu INGO berperan sebagai representasi masyarakat
yang tidak memiliki akses atau suara untuk mempromosikan kepentingan mereka.
Kegiatan advokasi INGO dalam praktiknya dapat dilakukan dengan berbagai cara
seperti lobi, berperan sebagai pakar ahli, penasihat, mengadakan konferensi,
penelitian, memonitor, mengekspos kegiatan aktor lain, mengadakan pengadilan
publik, membagikan informasi terhadap konstituen utama, membentuk agenda
hingga melakukan boikot (Hudson, 2002).

Bagi INGO istilah advokasi dipahami sebagai suatu upaya untuk
memengaruhi perubahan pada tingkat strategis. Advokasi adalah tindakan inheren
politik yang mencoba untuk memengaruhi aktor lain. Mengadvokasi berarti
mempromosikan tujuan orang lain. Advokasi lebih dari sekedar melobi para
pembuat keputusan, tetapi merupakan tindakan yang mencoba untuk memperbaiki
hubungan kekuasaan yang tidak setara dan tidak seimbang. Fungsi advokasi
dalam INGO adalah untuk menyediakan kebijakan publik kelas dunia, argumen
untuk meyakinkan mereka yang berkuasa agar dapat melakukan hal yang
dianggap perlu; dan untuk menyediakan ruang bagi ahli advokasi mengambil
kebijakan dan merencanakan arah yang berpengaruh melalui debat politik di

tingkat nasional, regional dan internasional (Kirk, 2012).

Selain peran tradisional dalam agenda-setting, INGO memiliki fungsi lain
dalam ICC. INGO dapat mengidentifikasi dan mewakili korban ke pengadilan,
memberikan bukti dan fakta dengan menjangkau masyarakat, melobi negara

bagian untuk dukungan finansial dan politik dalam pengadilan, dan merancang
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hukum pidana serta mempromosikan penerapannya dalam sistem peradilan
domestik sebagai tolok ukur. Berbicara atas nama korban, INGO yang berfokus
pada hak asasi manusia menegaskan gagasan kosmopolitan tentang solidaritas dan
keadilan dalam tatanan internasional sebagai bagian dari kemajuan hukum

internasional yang lebih memberdayakan manusia (Lohne, 2020).

Melihat dari sisi hak asasi manusia, HRW memiliki peran yang cukup
signifikan dalam fungsi advokasi sebagai INGO, seperti menguak berbagai kasus
pelanggaran HAM di dunia dengan menyajikan informasi penting atas kasus
tersebut. Mempromosikan serta mengakui hak-hak setiap individu ke berbagai
lapisan masyarakat. Peranan HRW sebagai organisasi internasional juga untuk
memantau komitmen dari suatu negara atas perjanjian yang telah disetujui. Dari
sisi kemanusiaan sendiri HRW memiliki peran mikro dengan memberikan
bantuan materil dan moral dengan cara memastikan bantuan yang meliputi obat-
obatan, makanan, pakaian dan segala kebutuhan yang diperlukan. Memberikan

bantuan moral seperti dukungan terhadap korban atau keluarga korban.

2.1.2 Human Rights

Human Rights atau Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu isu
dalam perdebatan bidang kajian hubungan internasional yang pengakuan
mengenai hak-hak dasar manusia sudah diakui dunia internasional melalui UDHR
(W.Carlsnaes, 2002). Konsep HAM mulai diperbincangkan kembali setelah
berakhirnya Perang Dunia Il di tahun 1948. Konsep ini dipahami sebagai hak
yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin,
kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia
termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan
penyiksaan,kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan
pendidikan, dan banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-hak ini tanpa

diskriminasi (United Nations).
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Pemahaman lainnya tentang HAM tertuang dalam ICCPR dan ICESCR
(1966) dan hasil kompromi antara ideologi Barat yang menitikberatkan pada
politik, dan ideologi Timur yang menitikberatkan pada hak-hak ekonomi. Terlihat
adanya upaya penyelarasan hak-hak individu dengan hak kolektif (OHCHR).
Suatu negara berhak mengatur segala urusan dalam negerinya tanpa adanya
campur tangan negara lain dan ini tertuang dalam perjanjian Westphalia 1948
yang dikenal dengan istilah non-intervention. Namun dalam konsep Human
Rights terdapat istilan Humanitarian intervention yang merupakan bagian dari
campur tangan HAM (John Baylis, 1999).

Menurut J.L. Holzgrefe humanitarian intervention,yaitu: “the treat or use
of force by a state (or group of states) aimed at preventing or ending widespread
and grave violations of the fundamental human Rights of individuals other than its
own citizens, without the permission of the state within whose territory force
applied” (J.L. Holzgrefe, 2003). Selain penggunaan intervensi kemanusiaan
menggunakan aksi militer atau pasukan keamanan PBB, intervensi kemanusiaan
dapat menggunakan isu pelanggaran HAM dan bantuan ekonomi, sehingga seolah
PBB memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi kemanusiaan (John
Baylis, 1999).

Penganut teori liberal memahami prinsip kedaulatan, non-intervensi serta
tidak menggunakan kekuatan militer. Tetapi mereka menekankan negara untuk
dapat menjamin keamanan dan perlindungan warga negaranya. Apabila terdapat
suatu pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negara di suatu negara dan
tidak dapat melindungi, maka itu sudah cukup bagi negara lain atau pihak lain
melakukan humanitarian intervention. Intervensi ini juga dapat dilakukan INGO
seperti Human Rights Watch dalam menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia
dalam kasus etnis Uighur. Konsep ini akan membantu peneliti dalam melihat

ketentuan dan aturan internasional yang disepakati bersama dalam UDHR.
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2.1.3 Transnational Advocacy Network

Menurut Keck dan Sikkink, Transnastional Advocacy Network (TAN) atau
Jaringan Advokasi transnasional merupakan jaringan yang di dalamnya terdapat
aktor-aktor lintas-negara atau internasional yang saling bekerjasama dalam
menyelesaikan suatu masalah dan terikat oleh nlai-nilai kebersamaan, wacana
bersama, pelayanan dan pertukaran informasi (Margaret E. Keck, 1998). Jaringan
advokasi transnasional dapat mencakup banyak aktor, seperti NGO nasional dan
internasional, gerakan sosial, yayasan, media, bagian dari organisasi antar
pemerintah regional dan internasional serta pejabat negara/perwakilan. Aktor —
aktor yang terdapat dalam konsep TAN tidak mengandalkan kekuatan militer atau
ekonomi, tetapi lebih kepada memiliki pengaruh yang signifikan dari waktu ke
waktu sehingga menjadi aktor yang tidak bisa diabaikan (Margaret E. Keck,
1998). Aktivis dalam jaringan yang luas mungkin memiliki power lebih dalam
membujuk atau bahkan menekan aktor target mereka. Dengan kekuatan tersebut,
mereka tidak hanya bekerja untuk memengaruhi hasil kebijakan, tetapi juga
mampu untuk mengubah dan turut berpartisipasi dalam perdebatan kebijakan
(Barnett, 2005). Melalui semangat bersama, tujuan dari jaringan advokasi
transnasional adalah menuju keadilan global yang selaras dengan nilai

kosmopolitan dan norma-norma universal (Buzan, 2004).

Jaringan advokasi lintas-negara kemungkinan besar hadir di sekitar

masalah, di mana;

i) Saluran-saluran antara kelompok-kelompok domestik dan pemerintah
terhambat atau terputus sehingga jalur tersebut dinilai tidak efektif
untuk menyelesaikan suatu konflik, dan menggerakkan pola
boomerang pattern dari jaringan-jaringan ini.

i) Aktivis percaya jika dengan membentuk jaringan lintas-negara akan
memajukan misi mereka kedepannya.

Iii) Konferensi internasional dan sejenisnya menciptakan wadah untuk

membentuk dan memperkuat jaringan lintas-negara.

Dalam melakukan advokasi, jaringan ini dapat menarik atensi massa.

Membawa latar belakang permasalahan khusus, seperti isu lingkungan atau hak
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asasi manusia. Dalam proses pembuatan keputusan yang hanya bisa di akses oleh
aktor tradisional, jaringan advokasi ini dapat masuk dengan membawa suara atas
nama kepentingan masyarakat agar suatu isu dapat dipertimbangkan (Margaret E.
Keck, 1998).

Gambar 2.1 Implementasi TAN

State A State B

Sumber : Keck & Sikkink.1988.Activists Beyond Border:

Advocacy Networks in International Politics.Cornell University Press. hal. 13

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terhambatnya jalur komunikasi aktor
domestik diakali dengan pola Boomerang Pattern. Model ini muncul akibat dari
terhambatnya jalur aspirasi dari aktor aktor domestik ke pihak pemerintahannya
sendiri. Langkah yang diambil untuk memperjuangkan isu yang dibawa yaitu
dengan mencari dukungan dan langkah alternatif seperti membangun jaringan
dengan aktor-aktor transnasional dan memengaruhi keputusan pemerintahan dari
luar. Guna melakukan hal tersebut, Keck dan Sikkink membagi tipologi taktik
atau strategi yang biasa dilakukan oleh aktor-aktor non-state dalam usahanya
melakukan persuasi yaitu: Information Politics, Symbolic Politics, Leverage

Politics, dan Accountability Politics.

Information Politics yaitu, kemampuan dalam mendapatkan informasi
dengan cepat dan terpercaya dan mampu mengarahkan dengan tepat kemana
informasi tersebut akan berdampak signifikan. Banyak pertukaran informasi yang
bersifat informal melalui panggilan telepon, email, dan komunikasi faks hingga
buletin. Aktor non-negara ini memberikan informasi yang tidak akan tersedia dari

sumber yang mungkin tidak terdengar, dan membuatnya dapat dipahami dan
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berguna bagi para aktivis dan publik lintas-negara. Mereka mendapatkan
pengaruhnya dengan berperan sebagai sumber informasi alternatif. Arus informasi
dalam jaringan advokasi tidak hanya berupa fakta, tetapi juga berupa kesaksian

atau kisah yang diceritakan oleh orang-orang yang terdampak.

Symbolic Politics yaitu, kemampuan dalam menyuarakan simbol,
pembingkaian isu, tindakan-tindakan atau cerita yang mampu mewakili isu yang
sedang dibawa kepada publik. Aktivis membingkai masalah dengan
mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk peristiwa
simbolis yang kuat. Pengemasan dalam interpretasi simbolik merupakan bagian
dari proses persuasi dimana jaringan ini menciptakan kesadaran dan memperluas
konstituen. Tujuannya yaitu untuk menarik banyak pihak agar dapat mendukung
posisi aktor jaringan advokasi dalam membawa kepentingan mereka. Seperti
pemberian hadiah nobel perdamaian yang meningkatkan kesadaran publik secara
luas, peringatan 500 tahun pelayaran columbus ke Amerika, untuk mengangkat
sejumlah masalah pribumi. Hal-hal seperti itu yang dapat dilakukan jaringan
untuk membentuk kembali pemahaman publik.

Leverage Politics yaitu, kemampuan anggota untuk mengumpulkan aktor-
aktor berpengaruh untuk memengaruhi masyarakat ketika dalam situasi tertentu
salah satu jaringan hanya memiliki sedikit peluang. Untuk mendapatkan
pengaruh, jaringan harus mencari pengaruh atas aktor yang lebih kuat. Dengan
mendapatkan pengaruh dari aktor yang kuat, maka kelompok-kelompok lemah
memperoleh pengaruh jauh melampaui kemampuan mereka untuk memengaruhi
praktik-praktik negara secara langsung. Leverage Politics ini dibagi menjadi dua
jenis yaitu material leverage and moral leverage. Material leverage biasanya
berbentuk semacam issue-linkage, yang melibatkan barang atau uang (tetapi
berpotensi juga termasuk suara di organisasi internasional, kantor bergensi, atau
manfaat lainnya). Isu HAM menjadi bisa dinegosiasikan karena pemerintah atau
lembaga keuangan lain menghubungkan praktik HAM dengan pemutusan
hubungan militer dan bantuan ekonomi, atau memperburuk hubungan diplomatik.
Untuk mendapatkan pengaruh di tahap leverage politics, jaringan harus bisa

meningkatkan profil atau arti-penting jaringan mereka dengan menggunakan
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information dan symbolic politics. Moral leverage dapat berbentuk apa yang
disebut dengan ‘mobilisasi rasa malu’, yaitu perilaku aktor target diangkat
menjadi sorotan dalam pengawasan internasional. Contohnya dalam kampanye
baby-food, jaringan aktivis menggunakan moral leverage untuk meyakinkan
negara bagian agar memilih dan mendukung Kode Etik WHO (World Health
Organization)/UNICEF (United Nations International Children's Emergency
Fund). Akibatnya, Belanda dan Swiss yang menjadi pengekspor utama susu

formula, memberikan suara untuk mendukung kode tersebut.

Strategi terakhir Accountability Politics yaitu, usaha anggota jaringan
tersebut agar dapat terus menjaga dan mengawasi pemerintah untuk
mempertahankan kebijakan yang telah disepakati bersama sesuai prinsip yang
telah disepakati. Jaringan lintas-negara ini mencurahkan energi yang cukup besar
dalam meyakinkan pemerintah dan aktor lain untuk mengubah posisi mereka

dalam isu-isu tertentu. (Margaret E. Keck, 1998).

Strategi yang terdapat dalam konsep TAN dari Margaret E. Keck dan
Kathry Sikkink ini akan membantu peneliti dalam mendeskripsikan pola aktivitas
advokasi HRW dalam memobilisasi kepentingan HRW atas isu-isu HAM etnis
Uighur ke ranah internasional. Riset ini akan menganalisis bagaimana HRW
mencapai tujuannya untuk melakukan advokasi dan membentuk jaringan
internasional serta mempromosikan gagasan atau ide yang bertujuan untuk
memengaruhi kebijakan Tiongkok dari luar dengan menggunakan 4 strategi TAN

di atas.

2.2 Kerangka Berpikir

Penelitian ini akan menjelaskan dari sudut pandang Transnational Advocacy
Network bagaimana HRW sebagai organisasi internasional dalam membawa
kepentingan etnis Uighur dengan membentuk jaringan advokasi lintas-negara.
Kebijakan represif dan diskriminatif yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok yang

digadang-gadang menurunkan tindakan radikal dan ekstrimisme, diduga memicu
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pelanggaran HAM baru bagi etnis Uighur. HRW menilai pemerintah Tiongkok
mengesampingkan hak-hak dasar etnis Uighur yang harusnya terpenuhi sebagai
warga negara. Sehingga peneliti akan mendeskripsikan bagaimana HRW sebagai
INGO dalam mengadvokasi kepentingan etnis Uighur dengan menggunakan

strategi dalam konsep TAN.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Kejahatan terhadap
kemaunusiaan ctnis Uighur
di kamp indoktrinasi

Konsep Transnational Advocacy Konsep Human Rights
Network (TAN)

Peran INGO
Human Rights Watch (HRW)

A 4

Strategi Advokasi HRW
berdasarkan Konsep TAN

Information Symbolic Politics Leverage Politics Accountability
Politics Politics

Sumber: diolah oleh peneliti



BAB Il

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode kualitatif. Metode yang
peneliti pilih untuk membantu penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.
Metode analisis data kualitatif merupakan metode pengolahan data secara
mendalam dengan data hasil dari pengamatan, wawancara dan literatur. Metode
ini digunakan dalam proses pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku,
website resmi pemerintah atau organisasi internasional, jurnal, artikel berita dan
karya ilmiah lainnya. Kemudian dianalisis menggunakan teori dan konsep yang
relevan (Creswell, 2009). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk
menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang mendalam

tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku (George, 2012).

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menghimpun data-data yang
berkaitan dengan organisasi HRW, perkembangan investigasinya di Xinjiang dan
jaringan advokasi yang dilakukan. Data yang berkaitan dengan hal tersebut dapat
berbentuk dokumen atau publikasi dan data lainnya yang akan menggambarkan
kenyataan dengan situasi berdasarkan konsep yang digunakan, yaitu peran INGO,
Human Rights dan TAN.
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3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus pada bagaimana HRW membangun jaringan
aktor transnasional dalam membawa kepentingannya. Hal ini berguna untuk
membantu mengadvokasi kepentingan Uighur di ranah internasional akibat
terhambatnya advokasi dan jalur aspirasi dari dalam negara itu sendiri. Peneliti
menggunakan perspektif TAN untuk menganalisis HRW dalam membentuk
jaringan internasional dengan tujuan mengadvokasi perubahan kebijakan
Tiongkok dari luar, melalui berbagai strategi dalam konsep TAN seperti
Information Politics yaitu kemampuan dalam mendapatkan informasi dengan
cepat, terpercaya serta mampu mengarahkan informasi agar berdampak signifikan,
Symbolic Politics yaitu kemampuan dalam menyuarakan simbol, tindakan-
tindakan atau cerita yang mampu mewakili isu yang sedang dibawa kepada
publik, Leverage Politics yaitu kemampuan anggota untuk mengumpulkan aktor-
aktor berpengaruh untuk memengaruhi masyarakat, dan terakhir Accountability
Politics yaitu usaha anggota jaringan agar dapat terus menjaga dan mengawasi

pemerintah.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian yaitu sumber data
sekunder, yang berarti peneliti mendapatkan data tidak dari informan langsung
tetapi merupakan data kedua. Data pihak pertama yaitu dari HRW, data pihak
kedua dari Tiongkok, data pihak ketiga PBB, data pihak keempat Amnesty
Internasional, data pihak kelima media massa dan lain sebagainya. Data utama
yang dikumpulkan peneliti berasal dari dokumen laporan tahunan 2018, 2019,
2021 dari situs resmi HRW yaitu www.hrw.org, dokumen pendukung dari situs
resmi PBB www.un.org, Amnesty Internasional xinjiang.amnesty.org, situs berita
online BBC, CNN, DW, Reuters, jurnal penelitian dan artikel yang terkait dengan
penelitian.


http://www.un.org/
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3.4 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Creswell,
yaitu dengan menganalisis penelitian dari pengumpulan data, interpretasi data lalu
kemudian mengaitkan dengan teori atau kosep yang sudah ada untuk menarik
kesimpulan (Creswell, 2009). Teknik ini akan memberikan kesimpulan
berdasarkan data-data yang didapat yang mampu menjelaskan, memberikan
gambaran, serta penafsiran dengan menggunakan teori konsep yang ada. Analisis
yang ditawarkan dari penelitian kualitatif deskriptif ini yaitu mendeskripsik

korelasi atau hubungan dari fenomena-fenomena yang peneliti sedang teliti.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konflik yang terjadi antara etnis Uighur dan pemerintah Tiongkok telah
mengalami berbagai perubahan dinamika di lingkup internasional, dan belakangan
telah memunculkan banyak isu kekerasan terhadap kemanusiaan, khususnya di
kamp-kamp indoktrinasi di wilayah Xinjiang atas etnis Uighur. Dugaan kasus
pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur ini merupakan isu yang pelik dan
berkepanjangan sehingga membutuhkan upaya penyelesaian dari berbagai pihak,
salah satunya dari NGO internasional seperti HRW. Upaya HRW dalam
mengadvokasi kepentingan etnis Uighur dilakukan dengan berbagai strategi
berdasarkan perspektif yang terdapat dalam konsep transnational advokasi
network, seperti melakukan investigasi dan mewawancarai saksi dan korban,
merilis laporan tahunan sebagai media informasi publik dengan berbagai bahasa
untuk membantu membentuk debat publik, membingkai isu dalam diskusi tingkat
tinggi, dan membawa temuan tersebut ke institusi yang memiliki power untuk
membantu advokasi yang dibawa HRW seperti ICC, PBB dan negara anggota,
serta memberikan rekomendasi yang terkait dengan isu tersebut. Berdasarkan
hasil penelitian HRW dan advokasi kepentingan etnis Uighur ini, HRW telah
melakukan berbagai macam usaha dalam advokasi kepentingan Uighur dan sudah
sesuai dengan fungsi dari INGO itu sendiri. Pembentukan kesadaran publik

mengenai isu HAM di Xinjiang juga sudah cukup efektif dilakukan olen HRW
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dengan berbagai cara seperti laporan, video, serta postingan media sosial yang

muncul ratusan kali setiap hari di berbagai media di seluruh dunia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, penulis memiliki
beberapa saran khususnya kepada anggota HRW yang mengemban tugas khusus
dalam melakukan investigasi di Xinjiang, Maya Wang dkk agar dapat terus
berkomitmen untuk tetap mengawasi dan menjadi watchdog bagi negara-negara
yang memiliki kuasa dan terlibat dalam isu pelanggaran HAM. Mengingat hingga
sekarang konflik yang terjadi antara etnis Uighur dan pemerintah Tiongkok belum
menemui titik terang, maka HRW perlu terus menaikkan nilai bargaining untuk
dapat mengajak organisasi internasional, negara, INGO, aktivis HAM dan publik
agar dapat satu suara untuk menjaga dan menjamin kestabilan perdamaian
khususnya pada isu HAM di Xinjiang dan memperhatikan nasib etnis Uighur,
karena permasalahan ini membutuhkan upaya dari berbagai pihak. Saran lainnya
yaitu organisasi internasional seperti PBB agar dapat menampung semua masukan
dan rekomendasi dari NGO lokal dan internasional dan aktivis HAM, serta dapat
ditanggapi dengan serius karena sejalan dengan misi yang dibawa oleh PBB vyaitu
berkomitmen untuk menjaga perdamaian dunia. Saran untuk penelitian
selanjutnya, agar dapat melihat dan memberikan pemahaman lain dari kasus etnis

Uighur ini melalui berbagai perspektif.
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